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PRAKATA 
 

 

Assalamuallaikum, wr.wb 

Allhamdulillah, atas berkat rahmat dan ridho ALLAH juahlah maka penulis dapat 
menyelesaikan PENULISAN BUKU dengan judul REKAYASA FASILITAS PELABUHAN: 
Dasar-dasar Perencanaan. 

Tujuan utama penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang dasar-
dasar rekayasa fasilitas pelabuhan, sebagai dasar untuk merencanakan fasilitas pelabuhan 
baik di wilayah daratan maupun perairan. Buku ini disusun berdasarkan referensi yang terkait 
dengan fasilitas pelabuhan dan regulasi di sistem transportasi laut di Indonesia. 

Buku ini terdiri dari tujuh bab. Pada bab pertama berisi pendahuluan yang membahas 
tentang pelabuhan dan peranannya, rencana induk pembangunan pelabuhan, dan aspek 
pembangunan pelabuhan. Kebijakan pengembangan, perencanaan terpadu dan pemantauan 
kinerja, dan hirarki pelabuhan laut serta klasifikasi pelabuhan akan dibahas pada bab pertama. 

Geologi tanah dan mekanika tanah yang deskripsi tanah, residual soils, transported 
soils akan dibahas pada bab dua termasuk struktur tanah dengan hubungan tanah dengan 
pelabuhan, sifat dan karakteristik tanah dan klasifikasi, jenis dan kebutuhan penyelidikan 
tanah sebagai data untuk perencanaan pelabuhan dari pengujian lapangan. 

Bab tiga akan membahas tentang dasar-dasar perencanaan pelabuhan meliputi lokasi 
rencana pelabuhan, prosedur perencanaan, rencana memulai perencanaan, pemilihan 
konsultan perencana, lingkup kerja (scope of work), daftar pengguna / pelanggan (registration 
of users), data kebutuhan pengguna  factor pertumbuhan (growth 
factors),  studi dampak (impact study), evaluasi lokasi (site evaluation), rencana layout (layout 
plan) dan analisa ekonomi (economic analysis) serta rencana kerja (work schedule). Aspek 
teknik sipil dan manajemen siklus (life-cycle management) serta manajemen keselamatan dan 
penilaian resiko (safety management and risk assessment) termasuk standar kapal 
internasional dan keamanan fasilitas pelabuhan (the international ship and port facility 
security/isps) dan container security initiative (csi) akan dibahas. 

Fasilitas Pelabuhan yang meliputi fasilitas pelabuhan di wilayah daratan dan 
pelabuhan di wilayah perairan akan dibahas pada Bab empat. Fasilitas Pokok Pelabuhan di 
Wilayah Daratan meliputi dermaga, gudang lini 1, lapangan penumpukan lini 1, terminal 
penumpang, terminal peti kemas, terminal barang potongan (general cargo), barang curah 
kering (bulk cargo) dan curah cair (liquid cargo), terminal ro-ro, fasilitas penampungan dan 
pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran , dan fasilitas gudang 
bahan/barang berbahaya dan beracun (B3), serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan 
peralatan dan sarana bantu navigasi  pelayaran (SBNP). Fasilitas penunjang di wilayah 
daratan mencakup kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata 
dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta 
api, jaringan air limbah, drainase, dan sampah, areal pengembangan pelabuhan, tempat 
tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan bebas, dan kawasan industry, serta 
fasilitas umum lainnya antara lain tempat peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur 
hijau, dan kesehatan. Fasilitas pokok di wilayah perairan meliputi alur-pelayaran perairan 
tempat labuh (harbour basin), kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, 
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perairan tempat alih muat kapal, perairan untuk kapal yang mengangkut bahan/barang 
berbahaya dan beracun (B3), perairan untuk kegiatan karantina, parairan alur penghubung 
intrapelabuhan, perairan pandu, dan perairan untuk kapal pemerintah. Fasilitas penunjang 
wilayah perairan mencakup perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang, 
perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, perairan tempat uji coba kapal 
(percobaan berlayar), perairan tempat kapal mati, perairan untuk keperluan darurat, dan 
perairan untuk kegiatan kepariwisata dan perhotelan. 

Pengembangan Pelabuhan Sesuai Sistem Transportasi Nasional meliputi analisis 
strategi, peluang dan hambatan, arah pengembangan jaringan transportasi laut, kebijakan 
sistem transportasi nasional, dan pola dasar tataran transportasi serta rencana dan 
pengembangan pelabuhan akan dibahas pada bab lima. 

Bab enam akan membahas tentang perawatan dan pemeliharaan pelabuhan. Bahasan 
akan mencakup pengertian perawatan dan pemeliharaan, definisi, dan manajemen 
pemeliharaan dan perawatan (maintenance management). Perawatan dan pemeliharaan 
fasilitas daratan di pelabuhan  membahas tentang kerusakan dan cara menanggulanginya. 
Perawatan dan pemeliharaan fasilitas perairan akan dibahas pada bab ini. 

Kapal dan Teknologi merupakan bab terkahir yang akan membahas tentang 
pengertian dan istilah, jenis kapal, sarana dan kapal-kapal laut,  dan hubungan kapal dengan 
dermaga pelabuhan serta jenis-jenis kapal termasuk dimensi utama sebagai dasar 
perencanaan fasilitas. 

Jakarta, Oktober 2016 

Penulis 
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1  

PENDAHULUAN 

Transportasi laut berfungsi untuk melayani mobilitas orang, barang, dan jasa yang 

menghubungkan kegiatan ekonomi antarpulau dan hubungan internasional, sedangkan 

transportasi udara berfungsi untuk melayani angkutan cepat antarpulau dan antarnegara untuk 

orang, barang, dan jasa serta menghubungkan daerah-daerah terisolasi, daerah terpencil, dan 

daerah perbatasan yang belum dihubungkan oleh moda transportasi lainnya. 

Pembangunan transportasi laut telah meningkatkan jumlah kapal yang beroperasi 

untuk melayani angkutan laut dalam dan luar negeri. Untuk angkutan laut dalam negeri yang 

terdiri atas pelayaran Nusantara dan pelayaran lokal pada akhir Repelita I dioperasikan 1.247 

kapal. Pada akhir arRepelita V jumlahnya meningkat menjadi 1.463 kapal. Armada pelayaran 

rakyat yang beroperasi meningkat dari 471 kapal pada akhir Repelita I menjadi 3.974 kapal 

pada akhir Repelita V dan muatan yang diangkut adalah sebesar 3,4 juta ton. Untuk pelayaran 

khusus dalam negeri pada akhir Repelita I dioperasikan 85 kapal, sedangkan pada akhir 

Repelita V jumlah kapal yang beroperasi meningkat menjadi 3.685 kapal yang mengangkut 

175,6 juta ton barang. Armada pelayaran perintis telah mengoperasikan 9 kapal pada akhir 

Repelita I.  

Akhir Repelita V jumlahnya meningkat menjadi 26 kapal yang melayari 28 trayek dan 

menyinggahi 193 pelabuhan. Di bidang angkutan penumpang, pada akhir Repelita IV jumlah 

kapal yang dioperasikan 7 kapal. Pada akhir Repelita V jumlahnya meningkat menjadi 13 kapal 

dengan jumlah penumpang yang diangkut menca¬pai 2,5 juta orang. Untuk angkutan laut luar 

negeri pada akhir Repelita V, kapal yang beroperasi sebanyak 27 kapal. Di bidang 

keselamatan pelayaran, sudah dimiliki 1.214 unit jumlah sarana bantu navigasi. Di bidang 

telekomunikasi pelayaran, telah dibangun sejumlah stasiun radio pantai yang tersebar di 214 

lokasi. Di bidang operasional pelabuhan, telah dikeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 dan 

Inpres Nomor 3 Tahun 1991 yang bertujuan untuk memperlancar bongkar muat barang di 

pelabuhan, serta pembentukan perum pelabuhan sebagai. pengelola, yang akhirnya menjadi 

PT Persero Pelabuhan. Untuk melayani angkutan peti kemas telah dibangun tiga pelabuhan 

yang memiliki fasilitas khusus bongkar muat peti kemas, yaitu Belawan, Tanjung Priok, dan 
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Tanjung Perak. Sementara itu, dalam mendorong ekspor nonmigas telah dibuka 127 

pelabuhan untuk perdagangan luar negeri yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Sistem pelabuhan Indonesia disusun menjadi sebuah sistem hierarkis  yang terdiri atas 

yang dianggap sebagai pelabuhan komersial dan dikelola oleh empat BUMN. Keempat badan 

usaha tersebut adalah: PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I berkedudukan di Medan, 

Pelabuhan Indonesia II berkedudukan di Jakarta, Pelabuhan Indonesia III berkedudukan di 

Surabaya dan Pelabuhan Indonesia IV berkedudukan di Ujung Pandang. Cakupan geografis 

diuraikan dalam Tabel 1.1 di bawah ini. Selain itu, terdapat juga 614 pelabuhan diantaranya 

berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau pelabuhan non-komersial yang cenderung tidak 

menguntungkan dan hanya sedikit bernilai strategis (Ray, 2008). Untuk itu pelabuhan-

pelabuhan strategis tersebut diberdayakan dalam jaringan konektivitas. Sehingga 

memungkinkan terwujudnya perdagangan langsung ke luar negeri dengan pusat-pusat 

ekonomi dunia tanpa melalui Tanjung Priok dan negara ketiga. 

Tabel 1.1: Perum Pelabuhan Indonesia: Cakupan Geografis  

Pelindo Cakupan Geografis Cabang Pelabuhan 
PELINDO I Aceh, Sumatera Utara, Riau Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Lhokseumawe, 

Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Malahayati, Sungai 
Pakning, Galangan Kapal Belawan, Batam 

PELINDO II Sumatera Barat, Jambi, 
Sumatera Selatan, Bengkulu, 
Lampung, Jakarta, Kalimantan 
Barat 

Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, 
Pontianak, Cirebon, Jambi, Bengkulu, Banten, Sunda 
Kelapa, Pangkal Balam, TanjungPandan 

PELINDO III Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Selatan, Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Bali, 
Nusa Tenggara Barat, Nusa 
Tenggara Timur  

Tanjung Perak, Bima, Celukan Bawang, Kumai, 
Maumere, Pelabuhan Sampit, Tanjung Emas, Benoa, 
Terminal Peti Kemas Semarang, Banjarmasin, Gresik, 
Kota Baru, Tenau Kupang, Pelabuhan Lembar, Tanjung 
Intan, Tanjung Wangi, Tanjung Tembaga 

PELINDO IV Kalimantan Utara, Kalimantan 
Timur, Sulawesi (Selatan, 
Tenggara, Tengah dan Utara), 
Maluku, Gorontalo, Papua, 
Papua Barat 

Makassar, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangata, 
Tanjung Redep, Tarakan, Nunukan, Pare-pare, Kendari, 
Penntoloan, Toli-toli, Gorontalo, Bitung, Ambon, Ternate, 
Sorong, Biak, Manokwari, Fakfak, Jayapura, Bandanaira, 
Merauke 

Sumber: (Pelindo 1, 2016; IPC, 2016; Pelindo 3, 2016; Pelindo 4, 2016) 

Indonesia merupakan negara maritim sehingga transportasi laut mempunyai peranan 

yang penting dalam menghubungkan Kepulauan Nusantara dan menggerakkan 

perekonomian. Penyelenggaraan transportasi laut dikembangkan untuk mendukung ekspor 

nonmigas dan kelancaran perdagangan sehingga dewasa ini penyediaan kapasitas angkutan 

barang antarpulau dan ekspor-impor sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.  

Indonesia yang terletak diantara dua samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera 

Pasifik serta dua benua yakni Asia dan Australia memiliki posisi strategis dalam dunia 

kemaritiman. Diperkirakan sekitar 90 persen perdagangan international diangkut melalui laut, 
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sedangkan 40% dari rute perdagangan internasional tersebut melewati Indonesia. Ditunjang 

oleh tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)  maritim 

dunia, Indonesia sangat berpotensi untuk merealisasikan target menjadi poros maritim dunia 

(Pradhana, 2015). Lima pilar utama agenda pembangunan guna mendukung terwujudnya 

Indonesia sebagai poros maritim dunia antara lain: (1) membangun kembali budaya maritim 

Indonesia; (2) menjaga dan mengelola sumber daya laut; (3) memprioritaskan pengembangan 

infrastruktur dan konektivitas maritim; 4) penguatan diplomasi maritim; serta 5) membangun 

kekuatan pertahanan maritim. Agenda ketiga difokuskan kepada pelaksanaan program tol 

laut, pembangunan deep sea port, pengembangan short sea shipping, peningkatan sistem 

logistik nasional, serta pengembangan industri galangan kapal. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Prihartono, 

2015), dalam rangka pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan 

pembangunan ditetapkan sasaran peningkatan 24 pelabuhan strategis (Gambar 1.1) untuk 

mendukung program tol laut, yang terdiri dari 5 pelabuhan hub  (2 hub international dan 3 hub 

nasional) serta 19 pelabuhan feeder. Dengan ditetapkannya 24 pelabuhan strategis, untuk 

merealisasikan rute atau jaringan pelayaran diperlukan beberapa kebijakan strategis seperti: 

(1) penataan jaringan trayek angkutan laut atau revisi SK trayek eksisting; (2) perluasan 

jaringan trayek, peningkatan frekuensi layanan, serta peningkatan keandalan kapal untuk 

angkutan laut dan keperintisan; 3) optimalisai penyelenggaraan Public Service Obligation 

(PSO) angkutan laut penumpang maupun barang.  

Kebijakan itu terus berhasil mendukung peningkatan ekspor nonmigas, tetapi sebagai 

akibatnya peranan armada nasional, baik angkutan dalam negeri maupun luar negeri 

menurun, karena tersaingi kapal-kapal asing. Dalam jangka panjang, sebagai negara bahari, 

Indonesia memerlukan armada nasionalnya sendiri dan tidak hanya bergantung kepada 

armada asing. Oleh karena itu, tantangan di masa mendatang, terutama dalam menghadapi 

globalisasi ekonomi dan kecenderungan regionalisasi blok-blok perdagangan internasional, 

adalah bagaimana armada nasional dapat tumbuh berkembang menjadi armada yang 

tangguh, mandiri, dan mampu bersaing secara internasional. 
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Transportasi laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan 

dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah 

Indonesia, termasuk lautan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah nasional. 

Pengembangan transportasi laut harus mampu menggerakkan pembangunan nasional dan 

pembangunan daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia, dengan mengutamakan 

keteraturan kunjungan kapal yang dapat menggairahkan tumbuhnya perda-gangan dan 

kegiatan pembangunan umumnya. Laut Nusantara sebagai lahan usaha kelautan 

mengharuskan pengutamaan pelayaran nusantara nasional yang mampu menjamin 

tersedianya pelayanan transportasi laut yang layak dan aman sekaligus menciptakan 

lapangan kerja. 

Pembangunan pelayaran nasional terus ditingkatkan dan diperluas, termasuk 

penyempurnaan manajemen dan dukungan fasilitas pelabuhan, sehingga transportasi laut 

makin mampu berperan mendukung pembangunan nasional dan dalam menyatukan seluruh 

wilayah tanah air.  

Armada transportasi laut nasional terus ditumbuh-kembangkan dengan dukungan 

fasilitas pembangunan, pemeli-haraan, dan perbaikan kapal yang andal, didukung oleh 

teknologi yang sesuai agar mampu bersaing dengan pelayaran internasional. Pelayaran dalam 

negeri dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan kapal berbendera Indonesia. 

Pelayaran rakyat dan pelayaran perintis dibina dan dikembangkan agar lebih mampu ikut 

memberikan jasa transportasi laut antarpulau terutama daerah dan pulau terpencil. 

Kemampuan pelayaran samudera nasional terus ditingkatkan dengan dukungan yang serasi 

dengan pembangunan galangan kapal nasional yang efisien, serta dilengkapi dengan sarana 

dan prasarana agar mampu memenuhi kebutuhan transportasi barang baik ekspor maupun 

impor. 

Pembangunan fasilitas pelabuhan laut bertujuan untuk menata struktur pelabuhan laut 

mulai dari pelabuhan peti kemas, pelabuhan semi peti kemas atau konvensional, pelabuhan 

khusus, pelabuhan rakyat, dan pelabuhan perintis. Hal ini berkaitan dengan peningkat-an 

fungsi pelabuhan pengumpul dan pengumpan agar tercapai efisiensi dalam investasi maupun 

kegiatan operasional sehingga dapat mengurangi biaya transportasi. 

Kualitas infrastruktur pelabuhan Indonesia secara global berada pada peringkat 81 dari 

140 Negara yang di survey berdasarkan Laporan Persaingan Global (Insight Report The 

Global Competitiveness Report 2015 2016) turun 4 pringkat dibandingkan tahun 2014/2015 

yang berada pada peringkat 77 dari 144 Negara. Kualitas inftrastruktur pelabuhan di Indonesia 

berada di peringkat 82 dari 140 Negara lebih rendah satu peringkat di atas jalan yang berada 



 

6 | Mulyono,T(2016), Rekayasa Fasilitas Pelabuhan: Dasar-Dasar Perencanaan, Jakarta: Program Studi D3-Transportasi FT- UNJ 

di 80 sedangkan sektor udara lebih baik yang berada pada peringkat 66. (World Economic 

Forum, 2015). Secara umum kualitas infratruktur di Indonesia menurun dibandingkan dengan 

tahun 2014/2015 untuk negara yang di survey oleh world economic forum. Dibandingkan 

dengan Negara Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina, kondisi transportasi laut di Indonesia 

meningkat tajam pada Tahun 2012-2015 (Gambar 1.2), dan menurun pada Tahun 2015-2016. 

: Kondisi Indek Infrastruktur Pelabuhan di 5 Negara Asean, menunjukan bahwa Indonesia 

berada di tengah peringkatnya di atas Filipina dan Vietnam serta dibawah Thailand dan 

Malaysia. 

 
Gambar 1.2: Kondisi Indek Infrastruktur Pelabuhan di 5 Negara Asean Tahun 2012-2016 (World 

Economic Forum, 2015; Prihartono, 2015). 

Sekitar 90% perdagangan luar negeri Indonesia diangkut melalui laut, dan hampir 

semua perdagangan non-curah (seperti peti kemas) dipindahmuatkan melalui Singapura, dan 

semakin banyak yang melalui pelabuhan Tanjung Pelepas, Malaysia. Indonesia tidak memiliki 

pelabuhan pindah muat (trans-shipment) yang mampu mengakomodasi kebutuhan kapal-

kapal besar antar benua (large trans-oceanic vessels) , meski pemerintah telah lama 

merencanakan pembangunan fasilitas tersebut di Bojonegara (di sebelah barat Jakarta) dan 

di Bitung (di Sulawesi Utara) dan berbagai tempat lain di Indonesia. Bahkan, sebagian besar 

perdagangan antar Asia di Indonesia harus dipindahmuatkan melalui pelabuhan penghubung 

di tingkat daerah. Di Indonesia, pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dijadikan sebagai 

pelabuhan penghubung utama untuk kawasan timur Indonesia (dari Kalimantan ke Papua).  



 

 Pendahuluan | 7 

Statistik Transportasi Laut 2014 berdasarkan data (BPS, 2014)  menyatakan bahwa 

jumlah kunjungan kapal diseluruh pelabuhan sebanyak 863036 unit dengan jumlah tonase 

1600023000 Gross Ton dan kunjungan kapal di 25 pelabuhan strategis sebanyak 295135 unit 

dengan 854341000 Gross Ton (Gambar 1.3). Jumlah kunjungan kapal yang diusahakan dan 

tidak diusahakan Tahun 1995-2014 secara keseluruhan meningkat dimulai dari tahun 1996. 

Volume bongkar muat antar pulau di pelabuhan cenderung meningkat dari tahun-ke-tahun, 

kenaikan sebesar 13,74% di tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 untuk 25 pelabuhan 

strategis, untuk bongkar-muat luar negeri pada tahun yang sama hanya naik sekitar 0,88% 

dan 19,53% dibandingkan dengan tahun 2013. 

 
Gambar 1.3: Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan yang Diusahakan dan Tidak Diusahakan Tahun 

1995-2014 (BPS, 2014)  

Arus bongkar muat barang antar pulau dan luar negeri di pelabuhan Indonesia tahun 

1988-2014 (juta ton) menunjukan perbedaan yang tidak banyak antar muat dan bongkar 

(Gambar 1.4). Pada arus bongkar-muat luar negeri menunjukan bahwa muatan ke luar negeri 

lebih banyak di bandingkan dengan bongkar, hal ini menyatakan bahwa ekspor lebih banyak 

dan kunjungan kapa barang yang melakukan bongkar di pelabuhan Indonesia sedikit. 
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Gambar 1.4: Bongkar Muat Barang Antar Pulau dan Luar Negeri di Pelabuhan Indonesia Tahun 1988-
2014 (Juta ton) (BPS, 2014) 

1.1 Pelabuhan Dan Peranannya 

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk 

menerima kapal dan memindahkan barang kargo (Gambar 1.5) maupun penumpang ke 

dalamnya (Gambar 1.6). Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk 

memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. 

 
Gambar 1.5: Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Priok (Okezone.com, 2015) 
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Pelabuhan memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan pengusahaan. 

Selain itu fungsi perpindahan muatan (transhipment) yaitu melayani perpindahan muatan, 

(barang dan penumpang), baik angkutan laut dalam negeri maupun luar negeri dan fungsi 

industry yaitu berfungsi sebagai pelabuhan laut yang merupakan industri jasa dan dapat 

memadu dengan industri - industri pabrik sekitarnya, dengan adanya fasilitas pelabuhan yang 

baik akan mengundang pertumbuhan industri di sekitar pelabuhan sehingga kawasan 

pelabuhan akan berkembang. Jenis pelabuhan terdiri atas pelabuhan laut.  dan pelabuhan 

sungai dan danau.   

Pelabuhan laut adalah Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk 

melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau 

di sungai. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani 

angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau. (PP Nomor. 61 Tahun 2009). 

Pelabuhan (port) adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan 

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan Perusahaan yang 

digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat 

barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai 

tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi (PP Nomor. 61 Tahun 2009). 

 
Gambar 1.6: Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok (Priliawito, 2010) 

Kepelabuhanan (harbor) .  adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas 

kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat 

perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah 

dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 
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1.1.1 Peran Pelabuhan 

Pelabuhan merupakan kegiatan ekonomi dasar yang penting sehingga banyak kota di 

dunia dimana kegiatan ekonomi berpusat sekitar pelabuhan. Sebagai bagian dari sistem 

transportasi dan sebagai turunan pertama dari ekonomi, pelabuhan dapat mempengaruhi 

pembangunan ekonomi dan sebaliknya pembangunan ekonomi dapat mempengaruhi 

kegiatan pelabuhan. Antara lain faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan pelabuhan 

adalah peningkatan jumlah penduduk dunia, dan sumber - sumber bahan baku.   

Pelabuhan menjadi salah satu unsur penentu terhadap aktivitas perdagangan. 

Pelabuhan yang di kelola secara baik dan efisien akan mendorong kemajuan perdagangan, 

bahkan industry di daerah akan maju dengan sendirinya. Dan dari sisnilah pelabuhan sangat 

berperan penting, apabila kita melihat sejarah jaman dahulu beberapa kota metropolitan di 

Negara kepulauan seperti Indonesia, pelabuhan turut membesarkan kota kota tersebut. 

Pelabuhan menjadi jembatan penghubung pembangunan jalan raya, jaringan rel kereta api, 

dan pergudangan tempat distribusi. Yang tidak kalah pentingnya peran pelabuhan adalah 

sebagai focal point bagi perekonomian maupun perdagangan dan menjadi kumpulan badan 

usaha seperti pelayaran dan keagenan, pergudangan, freight forwarding, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 

Tentang Kepelabuhanan, peran pelabuhan yaitu: 

(a) Simpul Jaringan Transportasi.   

(b) Pintu Gerbang Kegiatan Ekonomi 

(c) Tempat Kegiatan Alih Moda Transportasi 

(d) Penunjang Kegiatan Industri dan Perdagangan 

(e) Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang 

(f) Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara 

Sebagai simpul jaringan transportasi keberadaan pelabuhan pada hakikatnya 

memfasilitasi pemindahan barang muatan antara moda transportasi darat (inland transport) 

dan moda transportasi laut (maritime transport) menyalurkan barang masuk dan keluar daerah 

pabean secepat dan seefisien mungkin. Terdapat tiga unsur penting, yaitu (1) meyalurkan atau 

memindahkan barang muatan dari kapal ke truk; (2) operasi pemindahan berlangsung cepat 

artinya minimum waktu tunggu (delay time); dan (3) efisien dalam arti biaya. 

Simpul jaringan transportasi dapat dibentuk oleh moda transportasi jalan, kereta api, 

sungai dan danau, penyeberangan, laut, udara, dan pipa. Masing-masing moda memiliki 

karakteristik teknis yang berbeda, pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi geografis 

daerah layanan seperti Tabel 1.2 berikut: 
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Tabel 1.2: Moda transportasi dan karakteristik utamanya 
Moda Transportasi karakteristik utama 

Jalan fleksibel, dan mampu memberikan pelayanan dari pintu ke pintu 
Kereta api (jalan rel) daya angkut tinggi, polusi rendah, keselamatan tinggi, dan hemat bahan 

bakar 
Sungai dan danau kecepatan rendah dan murah dengan tingkat polusi rendah 
Penyeberangan mampu mengangkut penumpang dan kendaraan dalam jumlah besar serta 

kecepatan relatif rendah dengan tingkat polusi rendah. 
Laut mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar, 

kecepatan rendah dan jarak jauh dengan tingkat polusi rendah. 
Udara Kecepatan tinggi dan dapat melakukan penetrasi sampai ke seluruh 

wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi lain 
Moda transportasi pipa tidak digunakan untuk transportasi umum, sifat pelayanannya terbatas 

hanya untuk angkutan komoditas curah cair dan gas, dengan sifat 
pergerakan hanya satu arah. 

Sumber: (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 49 Tahun 2005, 2005) 

Jaringan transportasi terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Jaringan 

prasarana terdiri dari simpul dan ruang lalu lintas. Keterpaduan jaringan prasarana moda-

moda transportasi mendukung penyelenggaraan transportasi antarmoda/multimoda dalam 

penyediaan pelayanan angkutan yang berkesinambungan. Simpul transportasi merupakan 

media alih muat yang mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan keterpaduan 

dan kesinambungan pelayanan angkutan. Jaringan pelayanan transportasi 

antarmoda/multimoda meliputi pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang. 

 
Gambar 1.7: Simpul transportasi multimoda 

Jaringan prasarana transportasi laut terdiri dari simpul (Gambar 1.7) yang berwujud 

pelabuhan laut, dan ruang lalu lintas yang berwujud alur pelayaran (Gambar 1.8). Jaringan 

pelayanan transportasi laut dibedakan menurut hirarki dan sifat pelayanannya. 
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Gambar 1.8: Alur pelayaran (PIPP, 2015) 

Pelabuhan berperan sebagai pintu gerbang (Gateway), yang di lalui orang dan barang 

ke dalam maupun ke luar pelabuhan yang bersangkutan. Karena pelabuhan adalah area resmi 

bagi lalu lintas perdagangan. Masuk dan keluarnya barang harus melalui prosedur 

kepabeanan dan kekarantinaan, jadi ada proses yang sudah tertata di pelabuhan. 

Tempat kegiatan alih moda transportasi merupakan Interface antar moda transportasi. 

Interface t di sini adalah dalam arus distribusi suatu barang mau tidak mau harus melewati 

area pelabuhan dua kali, yakni satu kali di pelabuhan muat dan satu kali di pelabuhan bongkar. 

Kegiatan ini membutuhkan peralatan mekanis maupun non mekanis.  

Peralatan untuk memindahkan muatan menjembatani kapal dengan truk atau kereta 

api atau truk dengan kapal. Kelancaran, keamanan dan ketepatan waktu, dalam sistem multi 

moda transportasi yang efisien merupakan kunci keberhasilan bisnis yang dapat 

meningkatkan daya saing Indonesia.Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan multimoda 

transportasi dan sistem logistik nasional dalam penetapan kebijakan dan pembangunan 

infrastruktur fisik. 

Peran sebagai penunjang kegiatan industri dan perdagangan pada pelabuhan adalah 

sebuah bagian dalam entitas industri. Pelabuhan yang diselenggarakan secara baik akan 

bertumbuh dan akan mengembangkan bidang usaha lain, sehingga area pelabuhan menjadi 
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zona industry terkait dengan kepelabuhanan, diantaranya akan tumbuh perusahaan pelayaran 

yang bergerak di bidang, keagenan, pergudangan, PBM, truking, dan lain sebagainya. 

Sebagai tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang maka 

pelabuhan harus menjalankan empat peran sebelumnya yang akhirnya akan mewujudkan 

wawasan nusantara dan kedaulatan negara Indonesia. Oleh karena itu kebijakan pelabuhan 

nasional mendorong Investasi Swasta, persaingan global, pemberdayaan peran 

penyelenggara pelabuhan, terwujudnya integrasi perencanaan, menciptakan kerangka kerja 

hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel, mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang 

aman dan terjamin, meningkatkan perlindungan lingkungan maritim dan mengembangkan 

sumber daya manusia. 

Mendukung rencana MP3EI, partisipasi sektor swasta didorong sebagai investasi 

merupakan kunci keberhasilan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana 

pelabuhan Indonesia, karena kemampuan finansial sektor publik terbatas. Jasa 

kepelabuhanan yang efektif dan efisien dapat diwujudkan melalui iklim persaingan yang sehat 

dalam kegiatan usaha kepelabuhanan.  

Penyelenggara pelabuhan yang lebih fleksibel dan otonom sebagai pemegang hak 

pengelolaan lahan daratan dan perairan (landlord port authority) dapat dilaksanakan secara 

bertahap melalui perencanaan pelabuhan yang mampu mengantisipasi dinamika 

pertumbuhan kegiatan ekonomi dan terintegrasi kedalam penyusunan rencana induk 

pelabuhan khususnya dikaitkan dengan MP3EI/koridor ekonomi, sistem transportasi nasional, 

sistem logistik nasional, rencana tata ruang wilayah serta keterlibatan masyarakat setempat. 

Semua ini dapat dihasilkan melalui kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan 

fleksibel. Peraturan pelaksanaan yang menunjang implementasi yang lebih operasional akan 

dikeluarkan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur penetapan 

tarif jasa kepelabuhanan yang lebih efisien, dan mengatasi kemungkinan kegagalan pasar. 

Sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin pada tingkat keselamatan kapal 

dan keamanan fasilitas pelabuhan yang baik serta mempunyai aset dan sumber daya manusia 

yang andal. Keandalan teknis minimal diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan kapal 

dan keamanan fasilitas pelabuhan yang berlaku di seluruh pelabuhan. Secara bertahap 

diperlukan penambahan kapasitas untuk memenuhi standar yang sesuai dengan ketentuan 

internasional. 

Pengembangan pelabuhan akan memperluas penggunaan wilayah perairan yang 

akan meningkatkan dampak terhadap lingkungan maritim. Penyelenggara  Pelabuhan harus 

lebih cermat dalam mitigasi lingkungan, guna memperkecil kemungkinan dampak pencemaran 
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lingkungan maritim. Mekanisme pengawasan yang efektif akan diterapkan melalui kerja sama 

dengan instansi terkait, termasuk program tanggap darurat. 

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme 

dan kompetensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan tingkat efisiensi, termasuk 

memperhatikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga kerja bongkar muat 

di pelabuhan. Lembaga pelatihan, kejuruan dan perguruan tinggi akan dilibatkan dalam 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pelabuhan, untuk memenuhi standar 

internasional. 

1.1.2 Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan 

Undang-Undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 menetapkan bahwa Rencana Induk 

Pelabuhan Nasional (RIPN) disusun sebagai kerangka kebijakan untuk memfasilitasi 

tercapainya visi tersebut. RIPN akan menjadi acuan bagi pembangunan kepelabuhanan di 

Indonesia. Di dalam RIPN juga terdapat prediksi lalu- lintas pelabuhan, kebutuhan 

pengembangan fisik pelabuhan, kebutuhan investasi dan strategi pendanaan, program 

modernisasi pelabuhan dan integrasinya dengan pembangunan ekonomi dalam kerangka 

sistem transportasi nasional.  

Visi kepelabuhanan Indonesia yang dapat merefleksikan perannya secara multi-

dimensi adalah Sistem kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan responsif yang 

mendukung perdagangan internasional dan domestik serta mendorong pertumbuhan ekonomi 

 

Aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pelabuhan adalah Rencana Induk 

Pelabuhan Nasional (RIPN) dan Rencana Induk Pelabuhan (RIP). Rencana Induk Pelabuhan 

Nasional (RIPN) adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang 

kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan 

pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan 

pelabuhan. 

RIPN disusun dengan mengintegrasikan rencana lintas sektor, mencakup keterkaitan 

antara sistem transportasi nasional dan rencana pengembangan koridor ekonomi serta sistem 

logistik nasional, rencana investasi dan implementasi kebijakan, peran serta pemerintah dan 

swasta, serta pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah. Integrasi tersebut menjadi 

landasan utama untuk perencanaan dan investasi jangka panjang dimana bentuknya tidak 

hanya berupa pembangunan fisik namun juga menyangkut peningkatan efisiensi dan upaya 

memaksimalkan pemanfaatan kapasitas pelabuhan yang ada serta berbagai langkah terkait 
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dengan aspek pengaturan, kelembagaan, dan operasional pelabuhan (Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor: KP 414 Tahun 2013). 

Kebijakan pelabuhan nasional merupakan bagian dalam proses integrasi multimoda 

dan lintas sektoral. Peran pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi nasional 

dan strategi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu kebijakan tersebut lebih menekankan 

pada perencanaan jangka panjang dalam kemitraan antar lembaga pemerintah dan antar 

sektor publik dan swasta. Munculnya rantai pasok global (supply chain management) sebagai 

model bisnis yang diunggulkan, merupakan faktor kunci dalam perubahan ekonomi global. 

Perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasimempengaruhi strategi bisnis 

yang terintegrasi antara produksi, pemasaran, transportasi, distribusi dan klaster industri 

dalam koridor ekonomi. 

Infrastruktur transportasi merupakan faktor dominan yang berkaitan dengan kebijakan 

publik, peraturan, dan sistem operasi. Peran investasi swasta sangat penting, dimana 

komitmen kebijakan pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif sekaligus melindungi 

kepentingan publik. Dalam sistem transportasi nasional yang efesien dan efektif, kebijakan 

maritim masa depan di Indonesia mempunyai potensi dan peluang yang besar. Dengan 

berbagai kebijakan akan diadakan perubahan secara berkesinambungan sesuai dengan 

prioritas dan perkembangan lingkungan strategis dan internasional (continuous improvement 

process).  

Data masukan dari para pemangku kepentingan sangat diperlukan. Kebijakan 

pelabuhan nasional akan merefleksikan perkembangan sektor kepelabuhanan menjadi 

industri jasa kepelabuhanan kelas dunia yang kompetitif dan sistem operasi pelabuhan sesuai 

dengan standar internasional baik dalam bidang keselamatan pelayaran maupun 

perlindungan lingkungan maritim.  

Tujuannya adalah untuk memastikan sektor pelabuhan dapat meningkatkan daya 

saing, mendukung perdagangan,terintegrasi dengan sistem multi-moda transportasi 

dansistem logistik nasional.Kerangka hukum dan peraturan akan diarahkan dalam upaya 

menjamin kepastian usaha, mutu pelayanan yang lancar dan cepat, kapasitas mencukupi, 

tertib, selamat, aman, tepat waktu,tarif terjangkau, kompetitif, aksesibilitas tinggi dan tata 

kelolayang baik. Kebijakan tersebut akan terus dibangun dan dikembangkan berdasarkan 

konsensus dan komitmen dari para pemangku kepentingan. 

Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, (RIPN) daerah lingkungan kerja 

pelabuhan terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan. Wilayah daratan digunakan untuk 

kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Wilayah perairan digunakan untuk kegiatan 

alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan 
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sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain 

sesuai dengan kebutuhan. Contoh seperti di Gambar 1.9 untuk batas lingkungan kerja 

pelabuhan Tanjung Priok & Pasar Ikan (berdampingan dengan kawasan marunda), wilayah 

kerja pelabuhan tanjung priok sesuai keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri 

perhubungan nomor 16 tahun 1972/ Nomor SK. 146/D/1972 tanggal 1 juni 1972 tentang batas-

batas lingkungan kerja pelabuhan tanjung priok dan pasar ikan, terdiri dari daerah lingkungan 

kerja perairan (DLKR perairan) seluas 6000 ha dan daerah lingkungan kerja daratan (DLKR 

daratan) seluas 604 ha 

Selain daerah lingkungan kerja terdapat daerah di luar lingkungan kerja sebagai 

daerah lingkungan kepentingan pelabuhan merupakan perairan pelabuhan digunakan untuk: 

alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan; keperluan keadaan darurat; penempatan kapal mati; 

percobaan berlayar; kegiatan pemanduan kapal; fasilitas pembangunan dan pemeliharaan 

kapal; dan pengembangan pelabuhan jangka panjang. 

Penetapan batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan 

pelabuhan (PP Nomor. 61 Tahun 2009) paling sedikit memuat:  

(a) luas lahan daratan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja;  

(b) luas perairan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah 

Lingkungan Kepentingan pelabuhan; dan  

(c) titik koordinat geografis sebagai batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan 

kepentingan pelabuhan. 

Daerah lingkungan kerja pelabuhan terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan. 

Rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan untuk pelabuhan laut, pelabuhan sungai 

dan danau serta layanan angkutan penyeberangan berdasarkan kriteria fasilitas pokok dan 

penunjang yang dapat dijabarkan seperti Tabel 1.3. 
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Tabel 1.3: Rencana peruntukan berdasarkan wilayah untuk fasilitas pokok dan penunjang 

Rencana 
Peruntukan 

Fasilitas Pokok Fasilitas Penunjang 

Wilayah daratan 
pelabuhan laut.  

a. dermaga; 
b. gudang lini 1; 
c. lapangan penumpukan lini 1; 
d. terminal penumpang; 
e. terminal peti kemas; 
f. terminal ro-ro; 
g. fasilitas penampungan dan pengolahan limbah; 
h. fasilitas bunker; 
i. fasilitas pemadam kebakaran; 
j. fasilitas gudang untuk Bahan/Barang 

Berbahaya dan Beracun (B3); dan 
k. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan 

dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP). 
 

a. kawasan perkantoran; 
b. fasilitas pos dan telekomunikasi; 
c. fasilitas pariwisata dan perhotelan; 
d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi; 
e. jaringan jalan dan rel kereta api; 
f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah; 
g. areal pengembangan pelabuhan; 
h. tempat tunggu kendaraan bermotor; 
i. kawasan perdagangan; 
j. kawasan industri; dan 
k. fasilitas umum lainnya. 
 

Wilayah perairan 
pelabuhan laut. 
 

a. alur-pelayaran; 
b. perairan tempat labuh; 
c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan 

olah gerak kapal; 
d. perairan tempat alih muat kapal; 
e. perairan untuk kapal yang mengangkut 

Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); 
f. perairan untuk kegiatan karantina; 
g. perairan alur penghubung intrapelabuhan; 
h. perairan pandu; dan 
i. perairan untuk kapal pemerintah. 

a. perairan untuk pengembangan pelabuhan 
jangka panjang; 

b. perairan untuk fasilitas pembangunan dan 
pemeliharaan kapal; 

c. perairan tempat uji coba kapal (percobaan 
berlayar); 

d. perairan tempat kapal mati; 
e. perairan untuk keperluan darurat; dan  
f. perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan 

perhotelan. 
 

Wilayah daratan 
pelabuhan 
sungai dan 
danau. 

a. dermaga; 
b. lapangan penumpukan; 
c. terminal penumpang; 
d. fasilitas penampungan dan pengolahan limbah; 
e. fasilitas bunker; 
f. fasilitas pemadam kebakaran; dan 
g. fasilitas penanganan Bahan/Barang Berbahaya 

dan Beracun (B3). 
 

a. perkantoran; 
b. fasilitas pos dan telekomunikasi; 
c. fasilitas pariwisata; 
d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi; 
e. jaringan jalan dan rel kereta api; 
f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah; 
g. areal pengembangan pelabuhan; 
h. tempat tunggu kendaraan bermotor; 
i. kawasan perdagangan; 
j. kawasan industri; dan 
k. fasilitas umum lainnya. 

Wilayah perairan 
pelabuhan 
sungai dan 
danau 

a. alur-pelayaran; 
b. areal tempat labuh; 
c. areal untuk kebutuhan sandar dan olah gerak 

kapal; 
d. areal untuk kapal yang mengangkut 

Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); 
dan 

e. areal untuk kapal pemerintah. 

a. areal untuk pengembangan pelabuhan jangka 
panjang; 

b. areal untuk fasilitas pembangunan dan 
pemeliharaan kapal; dan 

c. areal untuk keperluan darurat. 
 

Wilayah daratan 
layanan 
angkutan 
penyeberangan 
 

a. terminal penumpang; 
b. penimbangan kendaraan bermuatan (angkutan 

barang); 
c. jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang 

way); 
d. perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan 

pelayanan jasa; 
e. fasilitas bunker; 
f. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi; 
g. akses jalan dan/atau jalur kereta api; 
h. fasilitas pemadam kebakaran; dan 
i. tempat tunggu (lapangan parkir) kendaraan 

bermotor sebelum naik ke kapal. 

a. kawasan perkantoran untuk menunjang 
kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan; 

b. tempat penampungan limbah; 
c. fasilitas usaha yang menunjang kegiatan 

pelabuhan penyeberangan; 
d. areal pengembangan pelabuhan; dan 
e. fasilitas umum lainnya. 

Wilayah perairan 
layanan 
angkutan 
penyeberangan 
 

a. alur-pelayaran; 
b. fasilitas sandar kapal; 
c. perairan tempat labuh; dan 
d. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan 

olah gerak kapal. 
 

a. perairan untuk pengembangan pelabuhan 
jangka panjang; 

b. perairan untuk fasilitas pembangunan dan 
pemeliharaan kapal; 

c. perairan tempat uji coba kapal (percobaan 
berlayar); 

d. perairan untuk keperluan darurat; dan 
e. perairan untuk kapal pemerintah. 

Sumber: (PP Nomor. 61 Tahun 2009) 
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Gambar 1.9: Wilayah Kerja Pelabuhan Tanjung Priok (Wardhono, 2014) 

1.1.3 Aspek Pembangunan Pelabuhan 

Beberapa aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kapasitas dan 

fasilitas pelabuhan dalam mendukung pembangunan ekonomi untuk menunjang kelancaran 

perdagangan luar negeri pelabuhan utama dan terminal khusus tertentu dapat ditetapkan 

sebagai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan atas pertimbangan: 

(1) pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional; (2)  kepentingan perdagangan 

internasional; (3) kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional; (4) posisi 

geografis yang terletak pada lintasan pelayaran internasional; (5) Tatanan Kepelabuhanan 

Nasional yang diwujudkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional; (6) fasilitas pelabuhan; 

(7) keamanan dan kedaulatan negara; dan (8) kepentingan nasional lainnya. 

Persyaratan yang wajib terpenuhi adalah (1) aspek ekonomi; (2) aspek keselamatan 

dan keamanan pelayaran; (3) aspek teknis fasilitas kepelabuhanan; (4) fasilitas kantor dan 

peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, 

instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan  (5) jenis komoditas khusus. 

1.2 Kebijakan Pengembangan 

Kebijakan Pelabuhan nasional diarahkan dalam upaya mendorong investasi swasta, 

meningkatkan daya saing, Pemberdayaan Peran Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara 

Pelabuhan, Terwujudnya Integrasi Perencanaan, Menciptakan kerangka kerja hukum dan 

peraturan yang tepat dan fleksibel, Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan 

terjamin, Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim dan Mengembangkan sumber daya 

manusia.  
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Rencana MP3EI untuk mendukung, partisipasi sektor swasta merupakan kunci 

keberhasilan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan Indonesia, 

karena kemampuan finansial sektor publik terbatas oleh karena itu perlu mendorong investasi 

swasta. Mendorong persaingan melalui pembentukan iklim persaingan yang sehat dalam 

kegiatan usaha kepelabuhanan yang diharapkan dapat menghasilkan jasa kepelabuhanan 

yang efektif dan efisien sebagai refleksi perkembangan sektor kepelabuhanan menjadi industri 

jasa kepelabuhanan kelas dunia yang kompetitif dan sistem operasi pelabuhan sesuai dengan 

standar internasional baik dalam bidang keselamatan pelayaran maupun perlindungan 

lingkungan maritim. 

Upaya pemberdayaan peran otoritas pelabuhan dan unit penyelenggara pelabuhan 

sebagai perwujudan peran Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dan juga 

sebagai pemegang hak pengelolaan lahan daratan dan perairan (landlord port authority) dapat 

dilaksanakan secara bertahap. Upaya tersebut termasuk rencana transformasi Otoritas 

Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan menjadi Badan Layanan Umum (BLU), sehingga 

akan mencerminkan penyelenggara pelabuhan yang lebih fleksibel dan otonom.  

Perencanaan pelabuhan harus mampu mengantisipasi dinamika pertumbuhan 

kegiatan ekonomi dan terintegrasi kedalam penyusunan rencana induk pelabuhan khususnya 

dikaitkan dengan MP3EI/koridor ekonomi, sistem transportasi nasional, sistem logistik 

nasional, rencana tata ruang wilayah serta melibatkan masyarakat setempat.  

Peraturan pelaksanaan yang menunjang implementasi yang lebih operasional dibuat 

dan dikeluarkan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur 

penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang lebih efisien, dan mengatasi kemungkinan 

kegagalan pasar. Hal ini melalui penciptaan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat 

dan fleksibel  

Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin di sektor pelabuhan. 

Tingkat keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan yang baik serta mempunyai 

aset dan sumber daya manusia yang andal adalah wujud sistem operasi pelabuhan sistem 

operasi pelabuhan. Keandalan teknis minimal diperlukan untuk memenuhi standar 

keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan yang berlaku di pelabuhan Indonesia. 

Secara bertahap diperlukan penambahan kapasitas untuk memenuhi standar yang sesuai 

dengan protokol internasional.  

Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim melalui pengembangan pelabuhan 

akan dapat memperluas penggunaan wilayah perairan yang akhirnya akan meningkatkan 

dampak terhadap lingkungan maritim. Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan 

harus lebih cermat dalam mitigasi lingkungan, guna memperkecil kemungkinan dampak 
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pencemaran lingkungan maritim. Mekanisme pengawasan yang efektif akan diterapkan 

melalui kerja sama dengan instansi terkait termasuk program tanggap darurat.  

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme 

dan kompetensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan tingkat efisiensi, termasuk 

memperhatikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan kerja tenaga kerja bongkar muat di 

pelabuhan. Lembaga pelatihan, kejuruan dan perguruan tinggi akan dilibatkan dalam 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pelabuhan, termasuk perempuan untuk 

memenuhi standar internasional. 

1.3 Perencanaan Terpadu dan Pemantauan Kinerja 

Perencanaan pengembangan pelabuhan dalam kerangka sistem transportasi nasional 

akan dikoordinasikan dengan perencanaan sektoral masing-masing moda transportasi, 

instansi terkait lainnya dan Otoritas Pelabuhan. Pedoman tentang perencanaan 

pembangunan dan pengembangan pelabuhan akan dikeluarkan yang meliputi pedoman 

proses perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan. Pelindo dan badan usaha 

pelabuhan lainnya diminta untuk memberikan informasi yang relevan kepada Otoritas 

Pelabuhan untuk disinkronisasikan dengan rencana induk masing-masing pelabuhan.  

Status pelabuhan akan di review secara berkala untuk menentukan kemungkinan 

terjadinya perubahan hierarki pelabuhan dan implikasinya terhadap revisi Rencana Induk 

Pelabuhan Nasional dan rencana induk masing-masing pelabuhan. Sistem indikator kinerja 

akan diterapkan untuk tujuan perencanaan dan pemantauan serta hasil pencapaian kinerja 

pelabuhan akan dipublikasikan secara berkala.  

Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pelabuhan didasarkan pada 

pendekatan penilaian kapasitas pelabuhan dan memperhatikan skema pembangunan untuk 

masing-masing pelabuhan. Selain kebijakan pemerintah, juga telah memperhatikan program 

pembangunan pelabuhan yang diusulkan Pelindo sebagai pengelola pelabuhan strategis di 

Indonesia.  Kebijakan pemerintah yang menjadi dasar utama bagi pengembangan pelabuhan 

meliputi (a) prioritas pengembangan konektivitas dan prasarana pelabuhan untuk mendukung 

program koridor perekonomian Indonesia tahun 2025, (b) Cetak Biru Transportasi 

Multimoda/Antarmoda untuk mendukung Sistem Logistik Nasional, dan (c) Rencana Strategis 

Sektor Perhubungan. 

1.4 Hirarki Pelabuhan Laut 

Secara hirarki pelabuhan laut sesuai Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 Tentang 

Pelabuhan terdiri dari pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan. Berdasarkan hirarki 
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peran dan fungsi pelabuhan laut (Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001) seperti Gambar 

1.10. 

Hirarki Pelabuhan
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Gambar 1.10: Hirarki peran dan fungsi pelabuhan (Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001) 

Pelabuhan Utama merupakan pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan 

angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan 

internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau 

barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Kriteria 

teknis Pelabuhan Utama dan pengumpul serta pengumpan (Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor: KP 414 Tahun 2013, 2013) seperti Tabel 1.4. Penetapan pelabuhan sebagai 

pelabuhan internasional hub primer atau sekunder, pelabuhan nasional, regional atau lokal 

dengan memperhatikan hal seperti dalam Tabel 1.5. untuk kriteria teknis pelabuhan khusus 

seperti Tabel 1.6 (Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001). 

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan 

angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, 

dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan 

dengan jangkauan pelayanan antar propinsi.  

 Pelabuhan Pengumpan sebagai pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan 

angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, 

merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai 

tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan 

jangkauan pelayanan dalam propinsi.  
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Kegiatan dalam pengusahaan pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan 

jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan yang meliputi penyediaan 

dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang terdiri atas: 

(a) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; 

(b) Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; 

(c) Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau 

kendaraan; 

(d) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan 

bongkar muat dan peti kemas; 

(e) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat 

bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; 

(f) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, 

dan Ro-Ro; 

(g) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang; 

(h) Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau 

(i) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal. 
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Tabel 1.4: Kriteria Teknis Pelabuhan Utama, Pengumpul, Dan Pengumpan 

Kelompok 
Pelabuhan 

Kriteria Teknis 

Pe
la
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n 
U
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a 
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H
ub
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l)  

a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;  
b. berada dekat dengan jalur pelayaran internasional ± 500 mil dan jalur pelayaran nasional ± 

50 mil; 
c. memiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil; 
d. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang 
e. kedalaman kolam pelabuhan minimal 9 m-LWS; 
f. berperan sebagai tempat alih muat peti kemas/curah/general cargo/penumpang 

internasional; 
g. melayani Angkutan petikemas sekitar 300.000 TEUs/tahun atau angkutan lain yang setara; 
h. memiliki dermaga peti kemas/curah/general cargo minimal 1 (satu) tambatan, peralatan 

bongkar muat petikemas/curah/general cargo serta lapangan penumpukan/gudang 
penyimpanan yang memadai. 

i. berperan sebagai pusat distribusi peti kemas/curah/general cargo/penumpang di tingkat 
nasional dan pelayanan angkutan peti kemas internasional. 

Pe
la

bu
ha

n 
Pe

ng
um

pu
l 

a. kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan 
meningkatkan pertumbuhan wilayah; 

b. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya setidaknya 50 mil; 
c. berada dekat dengan jalur pelayaran nasional ± 50 mil; 
d. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang; 
e. berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota provinsi dan kawasan 

pertumbuhan nasional; 
f. kedalaman minimal pelabuhan 7 m-LWS; 
g. memiliki dermaga multipurpose minimal 1 tambatan dan peralatan bongkar muat; 
h. berperan sebagai pengumpul angkutan peti kemas/curah/general cargo/penumpang 

nasional; 
i. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional. 
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n 
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pa
n 

R
eg

io
na

l 
 

a. berpedoman pada tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan 
antarprovinsi; 

b. berpedoman pada tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan 
pembangunan kabupaten/kota; 

c. berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi; 
d. berperan sebagai pengumpan terhadap Pelabuhan Pengumpul dan Pelabuhan Utama; 
e. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke Pelabuhan Pengumpul 

dan/atau Pelabuhan Pengumpan lainnya; 
f. berperan melayani angkutan laut antar kabupaten/kota dalam propinsi; memiliki luas 

daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;  
g. melayani penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 

(satu) provinsi; 
h. berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau 25 mil;  
i. kedalaman maksimal pelabuhan 7 m-LWS; 
j. memiliki dermaga dengan panjang maksimal 120 m;  
k. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan Regional lainnya 20  50 mil. 
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a. Berpedoman pada tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pemerataan serta peningkatan 
pembangunan kabupaten/kota; 

b. Berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota; 
c. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu dan terlindung dari gelombang; 
d. Melayani penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 

(satu) kabupaten/kota; 
e. berperan sebagai pengumpan terhadap Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, 

dan/atau Pelabuhan Pengumpan Regional; 
f. berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, 

perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung oleh moda transportasi laut; 
g. berperan sebagai tempat pelayanan moda transportasi laut untuk mendukung kehidupan 

masyarakat dan berfungsi sebagai tempat multifungsi selain sebagai terminal untuk 
penumpang juga untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup masyarakat disekitarnya; 

h. berada pada lokasi yang tidak dilalui jalur transportasi laut reguler kecuali keperintisan; 
i. kedalaman maksimal pelabuhan 4 m-LWS; 
j. memiliki fasilitas tambat atau dermaga dengan panjang maksimal 70 m; 
k. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan Lokal lainnya 5  20 mil. 

Sumber: (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 414 Tahun 2013) 
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Tabel 1.5: Penetapan pelabuhan berdasarkan hirarki peran dan fungsi pelabuhan 
Peran dan 

Fungsi 
Kriteria penetapan yang diperhatikan 

Pelabuhan 
internasional hub 
(pelabuhan utama 
primer) 

a. kedekatan dengan pasar internasional; 
b. kedekatan dengan jalur pelayaran internasional; 
c. kedekatan dengan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia; 
d. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional; 
e. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan internasional hub lainnya; 
f. memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas 

daratan dan perairan tertentu; 
g. volume kegiatan bongkar muat. 

Pelabuhan 
internasional hub 
(pelabuhan utama 
sekunder) 

a. kedekatan dengan jalur pelayaran nasional dan internasional; 
b. sebagai tempat alih muat penumpang dan barang nasional; 
c. mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan internasional lainnya; 
d. memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas 

daratan dan perairan tertentu; 
e. volume kegiatan bongkar muat. 

Pelabuhan 
Nasional 
(pelabuhan utama 
tersier) 

a. Kebijakan pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan 
meningkatkan pertumbuhan wilayah; 

b. Sebagai tempat alih muat penumpang dan barang nasional dan bisa menangani semi 
kontainer; 

c. Mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan nasional lainnya; 
d. Mempunyai jarak tertentu terhadap jalur/rute lintas pelayaran nasional; 
e. Memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas 

daratan dan perairan tertentu; 
f. Kedekatan dengan jalur/lalu lintas pelayaran antar pulau; 
g. Berada (dekat) dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota Kabupaten/Kota dan 

kawasan pertumbuhan nasional; 
h. Volume kegiatan bongkar muat 

Pelabuhan 
regional 
(pelabuhan 
pengumpan 
primer) 

a. Kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi; 
b. Propinsi dan pemerataan pembangunan antar propinsi; 
c. Berfungsi sebagai tempat pelayanan penumpang dan barang inter Kabupaten/Kota; 
d. Memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan regional lainnya; 
e. Memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas 

daratan dan perairan tertentu; 
f. Volume kegiatan bongkar muat; 

Pelabuhan lokal 
(pelabuhan 
pengumpan 
sekunder) 

a. Kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi; 
b. Kabupaten/Kota dan pemerataan serta meningkatkan pembangunan 

Kabupaten/Kota; 
c. Berfungsi untuk melayani penumpang dan barang antar Kecamatan dalam 

Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan modal transportasi laut dan/atau perairannya; 
d. Memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas 

daratan dan perairan tertentu; 
e. Volume kegiatan bongkar muat; 
 

Pelabuhan 
Penyeberangan 
lintas propinsi dan 
antar Negara 

fungsi jalan yang dihubungkannya yaitu jalan nasional dan jalan antar Negara 

Pelabuhan 
penyeberangan 
lintas 
Kabupaten/Kota 

fungsi jalan yang dihubungkannya yaitu jalan Propinsi 

Pelabuhan 
penyeberangan 
lintas dalam 
Kabupaten/Kota 

fungsi jalan yang dihubungkannya yaitu jalan Kabupaten/Kota 

Pelabuhan khusus a. kebijakan pemerintah untuk menunjang perekonomian; 
b. berfungsi untuk melayani angkutan bahan baku, hasil produksi, dan peralatan 

penunjang produksi sendiri; 
c.  
d. memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas 

daerah daratan dan perairan tertentu. 
Sumber: (PP Nomor 69 Tahun 2001) 
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Tabel 1.6: Kriteria Teknis Pelabuhan Khusus 
Pelabuhan Kriteria 

Pelabuhan khusus 
nasional/internasional 

a. bobot kapal 3000 DWT atau lebih; 
b. panjang dermaga  
c. kedalaman di depan dermaga 5 M LWS atau lebih; 
d. menangani pelayanan barang-barang berbahaya dan beracun (B3); 
e. melayani kegiatan pelayanan lintas Propinsi dan Internasional. 
 

Pelabuhan khusus 
regional 

a. Bobot kapal 1000 DWT dan kurang dari 3000 DWT; 
b. panjang dermaga  beton/baja; 
c. kedalaman di depan dermaga kurang dari 5 M LWS; 
d. tidak menangani pelayanan barang-barang berbahaya dan beracun (B3); 
e. melayani kegiatan pelayanan lintas Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi. 
 

Pelabuhan khusus 
lokal 

a. bobot kapal kurang dari 1000 DWT; 
b. panjang dermaga  kayu; 
c. kedalaman di depan dermaga kurang dari 4 M LWS; 
d. tidak menangani pelayanan barang-barang berbahaya dan beracun (B3); 
e. melayani kegiatan pelayanan lintas dalam satu Kabupaten/Kota. 

Sumber: (Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001) 

 

1.5 Klasifikasi Pelabuhan 

Klasifikasi pelabuhan dapat berdasarkan pengoperasioan/ penyelengaraan, sistem 

usaha, fungsi, kegunaan dan geografis wikayah. Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa 

Tatanan Kepelabuhanan Nasional sekurang-kurangnya memuat kegiatan, peran dan fungsi 

klasifikasi, dan jenis pelabuhan. Menurut jenisnya pelabuhan dapat terdiri dari seperti yang 

diuraikan pada Tabel 1.7. 

Pelabuhan menurut kegiatannya terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan 

angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut; angkutan sungai dan danau yang 

selanjutnya disebut pelabuhan sungai dan danau; dan angkutan penyeberangan yang 

selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan. 

Pelabuhan menurut perannya merupakan simpul dalam jaringan transportasi sesuai 

dengan hirarkinya dan pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional dan 

internasional. Selain itu pelabuhan berperan sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi 

dan penunjang kegiatan industri dan perdagangan serta tempat distribusi, konsolidasi dan 

produksi. 

Pelabuhan menurut fungsinya diarahkan pada pelayanan untuk kegiatan 

pemerintahan dan kegiatan jasa kepelabuhanan juga untuk kegiatan jasa kawasan dan 

kegiatan penunjang kepelabuhanan. 

Klasifikasi pelabuhan ditetapkan dengan memperhatikan fasilitas pelabuhan dan 

operasional pelabuhan serta peran dan fungsi pelabuhan. 
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Tabel 1.7: Jenis Pelabuhan 

Jenis Deskripsi 
Pengoperasioa/ 
penyelengaraan 

Pelabuhan 
umum 

Pelabuhan umum diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan 
masyarakat umum. Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh 
pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan 
usaha milik Negara yang didrikan untuk maksud tertentu. 

 khusus:  
 

Pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna 
menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini tidak boleh digunakan 
untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan ijin 
pemerintah. 

Sistem Usaha Komersil 
 

Pelabuhan ini sengaja dibangun untuk memberikan fasilitas-fasilitas 
yang diperlukan oleh kapal yang memasuki pelabuhan untuk 
melakukan kegiatan bongkar muat barang, menaik turunkan 
penumpang serta kegiatan lainnya.  Pelabuhan ini diusahakan agar 
diperoleh pendapatan (income) dari pelabuhan  tersebut 

 Nir-laba Pelabuhan ini hanya merupakan tempat singgahan kapal/perahu, tanap 
fasiltas bongkar muat, bea cukai dan sebagainya. Biasanya berupa 
pelabuhan kecil yang disubsidi pemerintah. 

Fungsi 
Perdagangan 

Pelabuhan laut Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang bebas dimasuki oleh kapal-
kapal berbendera asing. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan 
besar dan ramai dikunjungi oleh kapal-kapal samudra. 

 Pelabuhan 
pantai 

Pelabuhan pantai ialah pelabuhan yang disediakan untuk perdagangan 
dalam negeri dan oleh karena itu tidak bebas disinggahi oleh kapal 
berbendera asing. 

Kegunaan Barang Pelabuhan ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas 
untuk bongkar muat barang. Pelabuhan dapat berada di pantai atau 
estuary dari sungai besar. Barang dapat berupa barang umum, cair, 
atau padat 

 Penumpang Pelabuhan penumpang tidak banyak berbeda dengan pelabuhan 
barang. Pada pelabuhan barang di belakang dermaga terdapat gudang-
gudang, sedang untuk pelabuhan penumpang dibangun stasiun 
penumpang yang melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan 
kebutuhan orang yang berpergian, seperti kanror imigrasi, duane, 
keamanan, direksi pelabuhan, maskapai pelayaran, dan sebagainya. 

 Campuran Pada umumnya pencampuran pemakaian ini terbatas untuk 
penumpang dan barang, sedang untuk keperluan minyak dan ikan 
biasanya tetap terpisah. 

 Militer Pelabuhan ini mempunyai daerah perairan yang cukup luas untuk 
memungkinkan gerakan cepat kapal-kapal perang dan agar letak 
bangunan cukup terpisah 

Geografis Pelabuhan Alam pelabuhan yang daerah perairannya terlindungi dari badai dan 
gelombang oleh alam, misalnya oleh pulau, estuari atau muara sungai 
atau mungkin terletak di daerah teluk. contoh pelabuhan alam di 
Indonesia : Pelabuhan Cilacap, pelabuhan belawan dll 

 Pelabuhan 
Buatan 

suatu daerah perairan yang dilindungi dari pengaruh gelombang 
dengan membuat bangunan pemecah gelombang.  

 Pelabuhan Semi 
Alam 

merupakan campuran antara pelabuhan alam dan pelabuhan buatan, 
misalnya pelabuhan yang terlindungi oleh pantai, tetapi pada alur 
masuknya ada bangunan buatan untuk melindungi pelabuhan. contoh 
pelabuhan ini di indonesia adalah pelabuhan bengkulu. 

  

PENGERTIAN DAN ISTILAH 

Aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kapasitas dan fasilitas pelabuhan sebagai 
pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yaitu (1) pertumbuhan dan 
pengembangan ekonomi nasional; (2)  kepentingan perdagangan internasional; (3) 
kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional; (4) posisi geografis yang 
terletak pada lintasan pelayaran internasional; (5) Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang 
diwujudkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional; (6) fasilitas pelabuhan; (7) keamanan 
dan kedaulatan negara; dan (8) kepentingan nasional lainnya. 
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Daerah di luar lingkungan kerja sebagai daerah lingkungan kepentingan pelabuhan merupakan perairan 
pelabuhan digunakan untuk: alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan; keperluan keadaan darurat; 
penempatan kapal mati; percobaan berlayar; kegiatan pemanduan kapal; fasilitas 
pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan pengembangan pelabuhan jangka panjang. 

Daerah lingkungan kerja pelabuhan terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan. Wilayah daratan 
digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Wilayah perairan digunakan 
untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan 
untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, 
dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.  

Jaringan transportasi terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Jaringan prasarana terdiri 
dari simpul dan ruang lalu lintas.  

Jenis pelabuhan terdiri atas pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan danau.  Pelabuhan Laut adalah 
pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan 
penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah 
pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai 
dan danau.  

Kebijakan strategis seperti: (1) penataan jaringan trayek angkutan laut atau revisi SK trayek eksisting; 
(2) perluasan jaringan trayek, peningkatan frekuensi layanan, serta peningkatan keandalan 
kapal untuk angkutan laut dan keperintisan; 3) optimalisai penyelenggaraan Public Service 
Obligation (PSO) angkutan laut penumpang maupun barang. 

Kegiatan dalam pengusahaan pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa 
kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan. 

Kepelabuhanan (harbor) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan 
untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang 
dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau 
antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan 
tata ruang wilayah. 

Klasifikasi pelabuhan ditetapkan dengan memperhatikan fasilitas pelabuhan dan operasional pelabuhan 
serta peran dan fungsi pelabuhan. 

Pelabuhan (port) adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu 
sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan Perusahaan yang digunakan sebagai tempat 
kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang berupa terminal dan 
tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran 
dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda 
transportasi. 

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan 
memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.  

Pelabuhan memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan pengusahaan; fungsi 
perpindahan muatan (transhipment) yaitu melayani perpindahan muatan, (barang dan 
penumpang), baik angkutan laut dalam negeri maupun luar negeri dan fungsi industry yaitu 
berfungsi sebagai pelabuhan laut yang merupakan industri jasa dan dapat memadu dengan 
industri - industri pabrik sekitarnya. 

Pelabuhan merupakan kegiatan ekonomi dasar yang penting sehingga banyak kota di dunia dimana 
kegiatan ekonomi berpusat sekitar pelabuhan.  

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam 
negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal 
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan 
pelayanan antar propinsi.  

Pelabuhan Utama merupakan pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam 
negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah 
besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan 
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.  
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Pembangunan fasilitas pelabuhan laut bertujuan untuk menata struktur pelabuhan laut mulai dari 
pelabuhan peti kemas, pelabuhan semi peti kemas atau konvensional, pelabuhan khusus, 
pelabuhan rakyat, dan pelabuhan perintis. 

Pembangunan transportasi laut telah meningkatkan jumlah kapal yang beroperasi untuk melayani 
angkutan laut dalam dan luar negeri. 

Penetapan batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan paling sedikit 
memuat: luas lahan daratan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja; luas perairan 
yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan 
pelabuhan; dan titik koordinat geografis sebagai batas daerah lingkungan kerja dan daerah 
lingkungan kepentingan pelabuhan. 

Peran pelabuhan yaitu:Simpul Jaringan Transportasi; Pintu Gerbang Kegiatan Ekonomi; Tempat 
Kegiatan Alih Moda Transportasi; Penunjang Kegiatan Industri dan Perdagangan; Tempat 
distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang; dan mewujudkan wawasan nusantara 
dan kedaulatan negara 

Persyaratan yang wajib terpenuhi dalam pengembangan adalah (1) aspek ekonomi; (2) aspek 
keselamatan dan keamanan pelayaran; (3) aspek teknis fasilitas kepelabuhanan; (4) fasilitas 
kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan 
pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan  (5) jenis komoditas khusus. 

Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) disusun sebagai kerangka kebijakan untuk memfasilitasi 
tercapainya visi tersebut. RIPN akan menjadi acuan bagi pembangunan kepelabuhanan di 
Indonesia. Di dalam RIPN juga terdapat prediksi lalu-lintas pelabuhan, kebutuhan 
pengembangan fisik pelabuhan, kebutuhan investasi dan strategi pendanaan, program 
modernisasi pelabuhan dan integrasinya dengan pembangunan ekonomi dalam kerangka 
sistem transportasi nasional.  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam rangka pembangunan 
konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan ditetapkan sasaran 
peningkatan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung program tol laut, yang terdiri dari 5 
pelabuhan hub (2 hub international dan 3 hub nasional) serta 19 pelabuhan feeder.  

RIPN disusun dengan mengintegrasikan rencana lintas sektor, meliputi keterkaitan antara sistem 
transportasi nasional dan rencana pengembangan koridor ekonomi serta sistem logistik 
nasional, rencana investasi dan implementasi kebijakan, peran serta sektor pemerintah dan 
swasta, pemerintah pusat dan daerah.  

Transportasi laut berfungsi untuk melayani mobilitas orang, barang, dan jasa yang menghubungkan 
kegiatan ekonomi antarpulau dan hubungan internasional. 

Transportasi udara berfungsi untuk melayani angkutan cepat antarpulau dan antarnegara untuk orang, 
barang, dan jasa serta menghubungkan daerah-daerah terisolasi, daerah terpencil, dan daerah 
perbatasan yang belum dihubungkan oleh moda transportasi lainnya. 

 

SOAL : 1. PENDAHULUAN 

1.1 Jelaskan secara singkat fungsi transportasi laut, udara dan darat dan apa peran 

transportasi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai Negara Kepulauan? 

1.2 Apa yang dimaksudkan dengan cakupan geografis dalam pengelolaan pelabuhan di 

Indonesia? 

1.3 Jelaskan mekanisme pasar yang terjadi dalam transportasi laut? 

1.4 Apa tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang dalam pengembangan 

transportasi laut? 
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1.5 Apa dan bagaimana tujuan pembangunan fasilitas pelabuhan laut? 

1.6 Apa definisi dari pelabuhan dan pelabuhan laut serta Kepelabuhanan (harbor) sesuai 

PP Nomor. 61 Tahun 2009? Jelaskan fungsi pelabuhan sebagai tempat kegiatan 

pemerintahan dan pengusahaan? 

1.7 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang 

Kepelabuhanan, jelaskan peran pelabuhan sebagai: 

(a) Simpul Jaringan Transportasi 

(b) Pintu Gerbang Kegiatan Ekonomi 

(c) Tempat Kegiatan Alih Moda Transportasi 

(d) Penunjang Kegiatan Industri dan Perdagangan 

(e) Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang 

(f) Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara 

1.8 Jelaskan secara singkat karakteristik utama dari moda transportasi: 
(a) Jalan 

(b) Kereta api (jalan rel) 

(c) Sungai dan danau 

(d) Penyeberangan 

(e) Laut 

(f) Udara 

(g) Moda transportasi pipa 
1.9 Jelaskan secara singkat kerangka kebijakan untuk pengembangan pelabuhan? 

1.10 Visi kepelabuhanan Indonesia yang dapat merefleksikan perannya secara multi-dimensi, 

jelaskan peran pelabuhan secara multi-dimensi? 

1.11 Batas lingkungan kerja pelabuhan terdiri dari wilayah perairan dan daratan. Apa yang 

dimaksud dengan daerah lingkungan kerja perairan (DLKR)? Apa yang harus 

dicantumkan dalam DLKR? 

1.12 Sesuai dengan peruntukannya wilayah pelabuhan laut terdiri dari wilayah perairan dan 

daratan, yang masing-masing memiliki fasilitas pokok dan penunjang. Jelaskan secara 

singkat pengertiannya untuk fasilitas pokok wilayah daratan pelabuhan laut, yang 

meliputi: 

(a) dermaga; 

(b) gudang lini 1; 

(c) lapangan penumpukan lini 1; 

(d) terminal penumpang; 

(e) terminal peti kemas; 

(f) terminal ro-ro; 
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(g) fasilitas penampungan dan pengolahan limbah; 

(h) fasilitas bunker; 

(i) fasilitas pemadam kebakaran; 

(j) fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); dan 

(k) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi-

Pelayaran (SBNP). 

 

1.13 Jelaskan secara singkat pengertiannya untuk fasilitas penunjang wilayah daratan 

pelabuhan laut, yang meliputi: 

(a) kawasan perkantoran; 

(b) fasilitas pos dan telekomunikasi; 

(c) fasilitas pariwisata dan perhotelan; 

(d) instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi; 

(e) jaringan jalan dan rel kereta api; 

(f) jaringan air limbah, drainase, dan sampah; 

(g) areal pengembangan pelabuhan; 

(h) tempat tunggu kendaraan bermotor; 

(i) kawasan perdagangan; 

(j) kawasan industri; dan 

(k) fasilitas umum lainnya. 

 

1.14 Jelaskan secara singkat pengertiannya untuk fasilitas pokok wilayah perairan pelabuhan 

laut, yang meliputi: 

(a) alur-pelayaran; 

(b) perairan tempat labuh; 

(c) kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; 

(d) perairan tempat alih muat kapal; 

(e) perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun 

(B3); 

(f) perairan untuk kegiatan karantina; 

(g) perairan alur penghubung intrapelabuhan; 

(h) perairan pandu; dan 

(i) perairan untuk kapal pemerintah. 

1.15 Jelaskan secara singkat pengertiannya untuk fasilitas penunjang wilayah perairan 

pelabuhan laut, yang meliputi: 

(a) perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang; 
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(b) perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; 

(c) perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar); 

(d) perairan tempat kapal mati; 

(e) perairan untuk keperluan darurat; dan  

(f) perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan. 

 

1.16 Jelaskan aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kapasitas dan fasilitas 

pelabuhan dalam mendukung pembangunan ekonomi untuk menunjang kelancaran 

perdagangan luar negeri pelabuhan utama dan terminal khusus tertentu, mencakup? 

(a) aspek ekonomi;  

(b) aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;  

(c) aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;  

1.17 Bagaimana upaya mewujudkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur 

penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang lebih efisien, dan mengatasi kemungkinan 

kegagalan pasar? Apa wujud sistem operasi pelabuhan? 

1.18 Apa yang dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya perubahan hierarki 

pelabuhan dan implikasinya terhadap revisi Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan 

rencana induk masing-masing pelabuhan?.  

1.19 Secara hirarki pelabuhan laut sesuai Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 Tentang 

Pelabuhan terdiri dari pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan. Jelaskan peran 

dan fungsi pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan? 

1.20 Jelaskan secara singkat kriteria teknis sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 

KP 414 Tahun 2013 yang meliputi dari: 

(a) Pelabuhan Utama yang berfungsi sebagai Pelabuhan Internasional dan Pelabuhan 

Hub Internasional. 

(b) Pelabuhan Pengumpul 

(c) Pelabuhan Pengumpan Regional 

(d) Pelabuhan Pengumpan Lokal 

1.21 Jelaskan kegiatan dalam pengusahaan pelabuhan atas penyediaan dan/atau pelayanan 

jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan untuk pelayanan jasa 

kapal, penumpang dan barang? 

1.22 Bagaimana kriteria teknis Pelabuhan Khusus sesuai Peraturan Pemerintah No. 69 

Tahun 2001 untuk: 

(a) Pelabuhan khusus nasional/internasional 

(b) Pelabuhan khusus regional 

(c) Pelabuhan khusus local 
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1.23 Apa kriteria penetapan pelabuhan berdasarkan hirarki peran dan fungsi pelabuhan 

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001, meliputi: 

(a) Pelabuhan internasional hub (pelabuhan utama primer) 

(b) Pelabuhan internasional hub (pelabuhan utama sekunder) 

(c) Pelabuhan Nasional (pelabuhan utama tersier) 

(d) Pelabuhan regional (pelabuhan pengumpan primer) 

(e) Pelabuhan lokal (pelabuhan pengumpan sekunder) 

(f) Pelabuhan Penyeberangan lintas propinsi dan antar Negara 

(g) Pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota 

(h) Pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota 

(i) Pelabuhan khusus 

1.24 Pelabuhan dapat diklasifikasikan berdasarkan pengoperasioan/ penyelengaraan, sistem 

usaha, fungsi, kegunaan dan geografis wilayah. Jelaskan klasifikasi pelabuhan 

tersebut? 

1.25 Apa yang harus diperhatikan dalam menetapkan klasifikasi pelabuhan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


